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ABSTRAK

MUHAMMAD AZIZ APRILIAN. NPM.18810308. 2022.PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP PEMBERLAKUAN UANG PENGGANTI PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjari. Pembimbing | Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing Il Nasrullah,
S.H.I,, M.H.

Kata Kunci: UU No. 20 Tahun 2001, Uang Pengganti, Perkara Pidana Korupsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum uang pengganti
sebagai upaya pengembalian uang negara dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tedan untuk
mengetahui akibat yuridis terhadap adanya uang pengganti sebagai upaya pengembalian
uang negara dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini
dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang
menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang
berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan
berlaku. Hasil penelitian menunjukan Masalah Korupsi bukanlah suatu permasalahan baru
dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara karena pada dasarnya masalah korupsi
telah ada sejak ribuan tahun lalu. Ketentuan hukum uang pengganti sebagai upaya
pengembalian uang negara dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 UU No 31
Tahun 1999 jo.UU No 20 Tahun 2001 Permasalahan terkait dengan uang pengganti
kejahatan korupsi juga terkandung dalam Pasal 18 ini, di mana perampasan harta atau
kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana. Pengembalian kerugian keuangan negara
dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrument
perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik
pelaku yang sebelumnya telah diiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa
uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim dan selanjutnya oleh penuntut umum
dituntut agar dirampas oleh hakim. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki
perhatian serius terhadap korupsi dan sebagai negara yang turut serta dalam meratifikasi
konvensi internasional mengenai tindak pidana korupsi. Dampak yuridis adanya pidana
uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera



dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk
mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan
definisi tindak pidana korupsi. Menurut undang-undang, salah satu unsur tindak pidana
korupsi (tipikor) adalah adanya tindakan yang “merugikan negara”. Dengan adanya unsur
ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti timbul kerugian pada keuangan negara.
Terhadap kerugian negara ini pembuat Undang-undang korupsi baik UU 3 Tahun 1971
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun UU No.31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau
diganti oleh pelaku korupsi, melalui pidana tambahan uang pengganti.
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